BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)

dan ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati tentang  Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah kepada Desa;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
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Jogjakarta  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terkahir kali
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1100);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran,
dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan  Menteri Keuangan  Republik Indonesia
Nomor 222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1641);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1035);

Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Nomor 5) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
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tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Nomor 6) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 7) Sebagaimana telah diubah berapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 12);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2016 Nomor 77);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2017 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sampang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 44
Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan
perdesaan dan Perkantoran (Berita Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2020 Nomor 17);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2020 tentang
Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020
Nomor 66);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2020 Nomor 89);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN

DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.

3. Bupati adalah Bupati Sampang.
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Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau korporasi.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintah desa.

Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih
langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan
diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksaaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sampang.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintah Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes

(1)

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL

Pasal 2
Pemerintah Daerah Mengalokasikan bagian dari hasil Penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

(2) Alokasi bagian dari hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(3)

(4)

pada ayat (1) setelah dikurangi realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan

Kesehatan.

BAB III
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL

Pasal 3
DBH-PD dihitung sebesar 60% dibagi rata kepada seluruh desa dan 40%
dihitung berdasarkan pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)
tahun sebelumnya.
DBH-RD dihitung sebesar 60% dibagi rata kepada seluruh desa dan 40%
dari Retribusi Daerah ke Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa,
angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis

desa dengan bobot:

25% untuk jumlah penduduk desa;

30% untuk angka kemiskinan desa;

20% untuk luas wilayah desa; dan

25% untuk indicator kesulitan geografis desa.

Hasil penghitungan Dana Bagi Hasil dituangkan dalam bentuk:

a. Penetapan sementara;

b. Penetapan definitif; dan

c. Penetapan kurang salur dan/atau lebih salur.

Penetapan Dana Bagi Hasil sementara dihitung berdasarkan rencana
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berkenaan yang

tercantum dalam APBD tahun berkenaan.



()

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(4)

- 10 -

Penetapan Dana Bagi Hasil definitif dihitung berdasarkan realisasi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akhir bulan November
tahun anggaran berkenaan.

Apabila terdapat selisih lebih atau kurang atas realisasi penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember tahun berkenaan
dengan penetapan definitif, maka selisih lebih atau kurang dimaksud
deperhitungkan pada penyaluran Dana Bagi Hasil tahun berikutnya.
Alokasi penghitungan Dana bagi hasil setiap Desa ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYALURAN DANA BAGI HASIL

Pasal 4

Dana Bagi Hasil dikelola dalam APBDes.

Dana Bagi Hasil disalurkan ke Rekening Kas Desa dalam 2 tahap yakni:

a. Tahap pertama, dibayarkan pada akhir bulan Juni tahun berkenaan
sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari penetapan sementara
setelah Desa menyampaikan tanda bukti berupa kwitansi bermaterai
yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta capaian realisasi Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya sekurang-kurangnya
sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari capaian PBB tahun
berkenaan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh Lima perseratus) dari
target tahun berjalan; dan

b. Tahap kedua, dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan
sebesar selisih antara penetapan definitif dengan realisasi penyaluran
tahap Pertama, setelah capaian realisasi penyaluran tahap Pertama,
setelah capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun
berkenaan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus).

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil kepada

Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan

diketahui camat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi

atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa meliputi :

a. Kesesuaian antara tanda bukti berupa kwitansi dengan surat ketetapan
Dana Bagi Hasil;

b. Kesesuaian antara besaran dana yang diminta dengan sisa anggaran

yang tersedia untuk peyaluran semester II.
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c. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan

permohonan pencairan kepada BPPKAD selaku PPKD untuk menerbitkan

SPP dan SPM.

Bendahara pengeluaran BPPKAD mengajukan SPP-LS kepada PPKD,

melalui PPK SKPD

PPKD menerbitkan SPM-LS berdasarkan pengajuan SPP LS dari

Bendahara.

SPM yang telah diterbitkan oleh PPKD selanjutnya diajukan kepada

Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D untuk ditransfer ke rekening

Kas Desa.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 5
Dana Bagi Hasil digunakan untuk mendukung pelayanan pemerintahan di
Desa.
Dana Bagi Hasil dianggarkan dalam APBDes pada kelompok pendapatan
Transfer dari Pemerintah Daerah.
Apabila terdapat perubahan jumlah alokasi Dana Bagi Hasil setelah
APBDes ditetapkan, maka perubahan alokasi Dana Bagi Hasil dimaksud
disesuaikan pada Perubahan APBDes tahun anggaran berkenaan.
Terhadap kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil tahun sebelumnya

dipenuhi secara bertahap yang dianggarkan pada tahun berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6
Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana Bagi Hasil
dilaksanakan oleh :
a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Inspektur; dan
c. Camat.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi.



- 12 -

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 24 Juni 2021

BUPATI SAMPANG

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 24 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIAWAN, S.Sos.. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 198809 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 32



